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a. Peningkatan Pelayanan 
Dasar;

b. Pembangunan dan 
Pemeliharaan Infrastruktur 
dan Lingkungan

c. Pengembangan Ekonomi 
Pertanian Berskala 
Produktif;

d. Pengembangan dan 
Pemanfaatan Teknologi 
Tepat Guna

e. Peningkatan Kualitas 
Ketertiban dan 
Ketenteraman Masyarakat 
Desa

Meningkatkan KUALITAS 
HIDUP Manusia 

Meningkatkan 
KESEJAHTERAAN  
Masyarakat Desa 

PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN

DANA DESA



KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN STUNTING
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

Pasal 6
1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan 

anak kerdil (stunting). 

2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. penyediaan air bersih dan sanitasi; 

b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; 

c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; 

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu 

hamil atau ibu menyusui; 

e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi 

kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; 

f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan 

g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Manusia

Pasal 10 
1)Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, 
dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat 
Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri. 

2)Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara 
lain: 
a.peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 
b.pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa 

setempat; 
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d.pengembangan ketahanan keluarga; 
e.pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui 

pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak 
(software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk 
pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu; 

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan 
anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat 
Desa penyandang disabilitas; 

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; 
h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta 

penanganannya; 
i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang 

dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 
j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi 

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; 
k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan 

kesejahteran masyarakat; 
l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam 

dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif; 
m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak 

ketiga; dan 
n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. 
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a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, 

antara lain: 
1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; 
2. penerangan lingkungan pemukiman; 
3. pedestrian; 
4. drainase; 
5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk; 
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan; 
8. sumur resapan; 
9. selokan; 
10. tempat pembuangan sampah; 
11.gerobak sampah; 
12.kendaraan pengangkut sampah; 
13.mesin pengolah sampah; dan 
14.sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

a.Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 

1. air bersih berskala Desa; 
2. sanitasi lingkungan; 
3. jambanisasi; 
4. mandi, cuci, kakus (MCK); 
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
6. alat bantu penyandang disabilitas; 
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
8. balai pengobatan; 
9. posyandu; 
10.poskesdes/polindes; 
11.posbindu; 
12.reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan 
13.sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

a.Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan 

antara lain: 
1. taman bacaan masyarakat; 
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini; 
3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; 
4. wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini; 
5. taman belajar keagamaan; 
6. bangunan perpustakaan Desa; 
7. buku/bahan bacaan; 
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
9. sanggar seni; 
10. film dokumenter; 
11.peralatan kesenian; dan 
12.sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa.



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
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b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 

1. penyediaan air bersih; 
2. pelayanan kesehatan lingkungan; 
3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, 

tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 
4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 
7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; 
9. pengobatan untuk lansia; 
10. keluarga berencana; 
11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
12. pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 
14. pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan 
16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 
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PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: 

1. bantuan insentif guru PAUD; 
2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
3. penyelenggaraan pelatihan kerja; 
4. penyelengaraan kursus seni budaya; 
5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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PENCEGAHAN ANAK KERDIL (STUNTING) 

AnakKerdil(stunting)adalahkondisigagaltumbuh padaanakbalita (bayidi bawahlima tahun)akibatdari kekurangangizikronissehinggaanakterlalu pendekuntuk usianya.
Kekurangangizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masaawal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.
Balita/Baduta(Bayidibawahusia Dua Tahun)yangmengalamistunting akanmemiliki tingkat kecerdasantidak maksimal,menjadikananakmenjadi lebih rentan terhadap
penyakitdan di masadepandapat beresikopada menurunnyatingkat produktivitas. Padaakhirnyasecaraluas stunting akandapat menghambatpertumbuhanekonomi,
meningkatkankemiskinandanmemperlebarketimpangan.

Beberapafaktor yangmenjadipenyebabstuntingdapatdigambarkansebagaiberikut:
1. praktekpengasuhananakyangkurangbaik;
2. masihterbatasnyalayanankesehatanuntuk ibu selamamasakehamilan,layanankesehatanuntuk Balita/Badutadanpembelajarandini yangberkualitas;
3. masihkurangnyaaksesrumahtangga/keluargakemakananbergizi;
4. kurangnyaakseskeair bersihdansanitasi

PengunaanDanaDesadiprioritaskanuntuk menanganianakkerdil (stunting)melaluikegiatansebagaiberikut:
1. PelayananPeningkatanGiziKeluargadi Posyanduberupakegiatan:

a. penyediaanmakananbergiziuntuk ibu hamil;
b. penyediaanmakananbergiziuntuk ibu menyusuidananakusia0-6 bulan; dan
c. penyediaanmakananbergiziuntuk ibu menyusuidananakusia7-23 bulan.

2. menyediakandanmemastikanaksesterhadapair bersih;
3. menyediakandanmemastikanaksesterhadapsanitasi.
4. menjagakonsumsimasyarakatterhadappangansehatdanbergizi,
5. menyediakanakseskepadalayanankesehatandanKeluargaBerencana(KB).
6. memberikanpendidikanpengasuhananakkepadapadaorangtua;
7. menyediakanfasilitasdanmemberikanpendidikananakusiadini (PAUD);
8. memberikanpendidikangizimasyarakat;
9. memberikanpembelajarantentangkesehatanseksualdanreproduksi,sertagizikepadaremaja;
10.meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.



PELUANG PENGGUNAAN DANA DESA 
UNTUK PENCEGAHAN STUNTING



Latar Belakang dan Tujuan

13

Sumber: Riskesdas (2018)

Stunting pada Balita: 29,9%

Ç UU No 6/2014 ttg Desa Ps. 80 ayat 4, peningkatan kualitas 
dan akses terhadap pelayanan dasar sebagai prioritas 
Pembangunan Desa

Ç Target penurunan Stunting dalam RPJMN 2015-2019 menjadi 
28% di tahun 2019.

Ç Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk penurunan 
stunting dilakukan dengan pendekatan multi -sektor melalui 
sinkronisasi program -program nasional, lokal, dan 
masyarakat di tingkat pusat maupun daerah

Tujuan

Adanya komitmen Kepala Desa,
anggotaBPDdanmasyarakatdalam
pencegahanstunting sebagaisalah
satu arah kebijakanpembangunan
desa

Keterlibatan aktif kaderdesadan
sasarankeluarga1.000 HPK 
dalampembangunandesa;

Adanya kegiatan-kegiatan
pencegahanstuntingdalam 

pembangunandesa;

Terjadinya Konvergesi 
pencegahanstuntingdi desa 
secarapartisipatif, transparan

danakuntabel;

Adanya keterpaduan
pembangunandesadengan

kawasanperdesaandan/atau
daerahdalam pencegahan

stunting;

Terjadinya konsolidasi
sumberdayadi desa, 

pemerintah, pemda, pihakketiga
dalamkonvergensipencegahan

stunting; 

Terjadinya sinergitasdan
kerjasamaantarpemangku

kepentingandalampencegahan
stunting secaraterpadu



Pencegahan Stunting

9 Juta

29,9%

29,9%



STRATEGI UTAMA PENURUNAN ANGKA STUNTING:
PENDEKATAN MULTISEKTOR DAN INTERVENSI TERINTEGRASI

Intervensi Gizi Spesifik (Kemkes)

Ç Suplementasigizimakrodanmikro
(TTD, Vitamin A, Taburia) 

Ç ASI Eksklusif, MP-ASI

Ç Fortifikasi

Ç Kampanyegiziseimbang

Ç Kelasibu hamil

Ç Obatcacing

Ç Penanganankekurangangizi

Ç JKN

Enabling Factors 
ÇKemendagri (NIK, akta lahir , APBD)

ÇKemenkeu (Dana Insentif Daerah)

Bappenas

Koordinator Pelaksana Teknis

Kem
PU&PR

Kemdikbud

Kemperin Kemtan

BPOM

Kursus pranikah, 
pendidikan gizi, 
pemuka agama 

Kemsos

BKKBN
Kesehatan reproduksi, 

Bina Keluarga Balita
Kemenag

Intervensi Gizi Sensitif

PAUD

Fortifikasi

Air bersih dan
sanitasi

Ketahanan
pangan

Bantuan
pangan non 
tunai, PKH

Keamanan
pangan

ÇKemendes PDTT (Dana Desa)





PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

Desa

AKSES DAN KUALITAS LAYANAN

- Pemenuhan5 (lima) paket layanandasar
pencegahanstunting

- Meningkatkandukungananggaranrutin desa

- Monitoring partisipatif dan advokasi
penyediaan layanan

SumberDana:

- OPD penyedialayanan

- Program sektoralmasukdesa

- Kewenangandesa;

KEMANDIRIAN DESA

- Peningkatanperandankapasitas(kesiapan) 
setiappelakudi desa

- Kemandirianlayananberbasismasyarakat; 
PAUD, Posyandu, KelompokKeluarga

- Keberlanjutangerakanbersama; RencanaAksi
Desa, SekretariatBersama, RegulasiDesa





KEBIJAKAN DANA DESA
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�“ Rp 800,4 jt/desa

Rp 60 T

2018

74.958 DESA

�“ Rp 800,4 jt/desa

Rp 60 T

2017

74.910 DESA

Penyerapan Sebesar 

98,41%

�“ Rp 643,6 jt/desa

Rp 46,98 T

2016

74.754 DESA

Penyerapan Sebesar 

97,65%

�“ Rp 280,3 jt/desa

Rp 20,7 T

2015

74.093 DESA

Penyerapan Sebesar 

82,72%

Dana Desa Tahun 2019 direncanakan 
Rp.70 Trilyun


